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Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank 
kepada nasabah adalah deposito. Deposito merupakan simpanan yang 
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 
antara nasabah dengan pihak bank. Dalam menyimpan deposito di antara koperasi 
syariah ada mempercayakan penyimpanan nya di bank konvensional yang tentu 
berimplikasi pada munculnya kelebihan keuntungan dan apabila keuntungan 
tersebut masih ada di lembaga keuangan konvensional tentunya akan 
dimanfaatkan oleh mereka dalam bisnis utamanya yang hanya berkonsentrasi pada 
bunga dan pada akhirnya bunga akan melahirkan bunga.  
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik 
penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional di Bank BPR 
Kerta Raharja Kabupaten Tangerang? Dan apa alasan koperasi syariah memilih 
menyimpan deposito di Bank Konvensional tersebut? Serta bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank 
konvensional di Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang? Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyimpanan deposito koperasi 
syariah pada Bank Konvensional di Bank BPR Kerta Raharja, dan untuk 
mengetahui alasan koperasi syariah memilih menyimpan deposito di bank 
konvensional tersebut, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang 
praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional di Bank 
BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Data primer yang diperoleh dari 
hasil wawancara terhadap pegawai BPR Kerta Raharja dan Staff Operasional 
Koperasi Syariah dan data sekunder yang diperoleh dari data pustaka.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa koperasi syariah 
menyimpan dananya di bank konvensional BPR Kerta Raharja. Yang mana pada 
praktiknya koperasi tersebut akan menyimpan sebagian dana dari proses simpan 
pinjam yang ada pada masing-masing koperasi sehingga dengan adanya kerja 
sama dalam bentuk deposito ini kedua belah pihak akan di untungkan. Pada 
umumya mereka beralasan, dengan adanya keuntungan yang diberikan oleh BPR 
Kerta Raharja terhadap koperasi syariah dengan memberikan bunga special rate 
untuk nasabah dengan nominal tertentu atau dengan tingkat suku bunga LPS 
(Lembaga Penjamin Simpanan) yang bisa dimaksimalkan dan juga prosesnya 
yang mudah dan efisien, sehingga dari keuntungan bunga yang diberikan dapat 
memaksimalkan operasional bagi masing-masing koperasi. Penyimpanan deposito 
yang dilakukan oleh koperasi syariah memenuhi kriteria riba Qardhi. Perolehan 
keuntungan dari deposito itu dilarang oleh syari’at Islam, tetapi pada praktiknya 
lembaga syariah masih ada yang menggunakan jasa bank konvensional. Sesuai 
dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa praktik riba 
tidak boleh dipergunakan dalam semua transaksi ekonomi. Pada tanggal 16 
Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia menetapkan fatwa 
bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan 
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A. Penegasan Judul 
Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 
memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan arti dari istilah-istilah 
yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM 
ISLAM TENTANG PENYIMPANAN DEPOSITO KOPERASI 
SYARIAH PADA BANK KONVENSIONAL (Studi Pada Bank BPR 
Kerta Raharja dan Koperasi Syariah Kabupaten Tangerang). Istilah-
istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut: 
1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pnasabahngan, pendapat (sesudah 
menyelidik, mempelajari, dan sebagainya).
1
 
2. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan di yakini 
berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam.
2
 
3. Penyimpanan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau menyimpan.3 
Penyimpanan (placement) adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu 
menyimpan calon karyawan yang diterima (lulus seleksi) pada 
jabatan/pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang 
kepada orang tersebut. 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 
(Jakarta: Gramedia, 2011), h.1470. 
2
 Fathurahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 42. 
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Keempat 




4. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 
waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank 
atau pada saat jatuh tempo.
4
 
5. Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, 
demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak social yang operasionalnya 
menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan 
memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya 
sebagaimana dijalankan dalam Islam.
5
 
6. Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga 
menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank 
atas penyaluran dana kepada masyarakat maupun balas jasa yang dibayar 
oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Selain itu untuk 
mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan 
membebankan Fee kepada nasabahnya. Dalam memberikan balas jasa 
kepada pihak yang mendapatkan dananya, bank konvensional memberikan 
balas jasa berupa bunga untuk tabungan, maupun deposito serta 
memeberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai simpanan giro.
6
 
Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas maka yang dimaksud 
dengan judul skripsi ini adalah mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik 
penyimpanan deposito di beberapa koperasi syariah pada Bank Konvensional. 
penelitiian ini dilakukan pada Bank BPR Kerta Raharja dan Koperasi Syariah 
Kabupaten Tangerang. 
                                                             
4
 Khotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 95. 
5
 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 12. 
6
 Ismail, Manajemen Pebankan dari Teori Menuju Aplikasi, (Surabaya: Kencana Prenada 
Media Group, 2010), h. 20. 
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B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
Salah satu fungsi bank konvensional atau BPR Kerta Raharja yang 
dalam hal ini yakni menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, 
deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya, dan bekerjasama 
dengan koperasi syariah dalam bentuk deposito. Dengan menghimpun dana 
ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus 
memberikan bunga untuk dana tersebut. Tentu asas kepercayaan menjadi 
salah satu faktor alasan penting masyarakat ingin menjadi nasabah pada 
bank konvensional, sehingga perlu adanya suatu prinsip untuk menjaga 
kepercayaan itu. Ini juga menjadi daya tarik bagi antar lembaga keuangan 
lainnya melakukan kerja sama dalam penyimpanan dana. Salah satunya 
adalah koperasi Syariah, karena dalam penyimpanan deposito di BPR Kerta 
Raharja, koperasi syariah mendapat keuntungan lebih dari yang ditentukan 
oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yaitu sebesar 9,5%. Hal ini 
membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pnasabahngan 
Hukum Islam Tentang Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah pada Bank 
Konvensional. 
2. Alasan Subjektif 
a. Sesuai dengan bidang keilmuan penulis pada bidang Hukum Ekonomi 
Syari‟ah. 
b. Adanya literatur yang mencukupi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 
tepat pada waktunya. 
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c. Lokasi penelitian yang terjangkau 
C. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ekonomi Syariah didunia khususnya di Indonesia yang 
memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi disambut oleh pelaku 
bisnis jasa keuangan dengan mendirikan lembaga keuangan syariah, baik itu 
bank maupun non bank. Prinsip yang diterapkan yaitu transaksi keuangan 




Prinsip lembaga keuangan Syariah dalam memberdayakan masyarakat 
luas adalah dengan menghapus sistem riba dan diganti dengan sistem non riba 
antara lain sistem bagi hasil, akad mudhārabah, akad musyārakah, akad 
wadiāh, dalam usaha simpan pinjam yang diselenggarakan untuk 
menghindarkan masyarakat terjerat rentenir. 
Menjamurnya lembaga keuangan Syariah di Indonesia merupakan 
perwujudan dari minat masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan yang 




Dalam Islam larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan 
riba bersumber dari surat dalam Al-Qur‟an dan hadis Rasulallah SAW. 
Larangan menurut Al-Qur‟an surat Al-Baqarah(2) 275-276: 
                                                             
7
 Muhammad Syafe‟I Antoni, Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi keuangan, (Jakarta: 
Tazkia Institute, 2009), h, 9. 
8
 Ibid., hlm. 10. 
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                       
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 
tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi 
(mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka mereka 
kekal didalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 
sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam 




Dalam ayat tersebut ditekankan bahwa riba akan menghancurkan 
kesejahteraan bangsa. Dalam firmannya Allah memerintahkan agar umatnya 
menjauhi riba dan praktik yang sejenisnya, karena riba akan berdampak yang 
mengakibatkan kesesangsaraan baik dunia maupun akhirat. 
Mudhārabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menyimpan modal sebesar 100% 
yang disebut dengan shāhibul māl, dan pihak lainnya sebagai pengelolah 
usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan 
dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang kerja 
sama. Sedangkan deposito Mudhārabah merupakan dana investasi yang 
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 Ismail MBA, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 19. 
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ditempatkan oleh nasabah yang tidak betentangan dengan prinsip syariah dan 
penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu, sesuai dengan 
akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito 
mudah diprediksi ketersediaan dananya karena pendapatan jangka waktu dalam 
penyimpanannya. 
Hasil kunjungan observasi di BPR Kerta Raharja Kabupaten 
Tangerang, terdapat beberapa lembaga keuangan berbentuk koperasi yaitu 
koperasi syariah  yang  memiliki penyimpanan deposito di BPR Kerta Raharja. 
Dalam kegiatan penyimpanan dana keuangan, koperasi syariah juga 
tidak hanya menyimpan uangnya sendiri tetapi melibatkan beberapa lembaga 
keuangan syariah maupun konvensional salah satunya adalah penyimpanan 
deposito yang ada di BPR Kerta Raharja hal ini di perbolehkan sesuai dengan 
aturan otoritas jasa keuangan yang mana penyimpanan pada bank lain adalah 
penyimpanan/tagihan atau simpanan milik bank pada bank lain untuk 
menunjang kelancaran aktivitas opersional, dalam rangka memperoleh 
penghasilan, dan sebagai secondary reserve.
10
 
Kebijakan koperasi syariah dalam menyimpan dana di BPR Kerta 
Raharja yang merupakan bank konvensional  yang menerapkan sistem bunga. 
Penyimpanan dana ini perlu di lakukan karena koperasi syariah memerlukan 
tempat penyimpanan uang dari hasil  kegiatan usaha simpan pinjam yang 
mereka lakukan. Kepercayaan yang sudah di bangun oleh BPR kerta raharja 
terhadap koperasi syariah memungkinkan penyimpanan deposito ini 
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berkelanjutan, karena penyimpanan yang berkelanjutan ini maka BPR Kerta 
Raharja mampu memberikan Bunga tersebut LPS (Lembaga Penjamin 
Simpanan) yaitu 9,5%.  
Berdasarkan uraian tersebut, koperasi syariah dalam menyelenggarakan 
kegiatan usahanya ternyata masih tetap terlibat dalam praktik pembebanan 
bunga serta menghindari resiko dengan cara yang tetap menggunakan 
mekanisme bank konvensional, yaitu menyimpan dana dibank konvensional 




Adanya alasan pendapatan dana non halal menjadi faktor yang dapat 
mempengaruhi tingkat reputasi dan kepercayaan pada koperasi syariah.
12
  
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian 
dalam bentuk skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpanan 
Deposito Koperasi Syariah Pada Bank Konvensional (Studi Pada Bank BPR 
Kerta Raharja dan Koperasi Kabupaten Tangerang)”. 
 
D. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis dapat memfokuskan masalah terlebih 
dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai 
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dengan penelitian ini. Maka penulis memfokuskan untuk meneliti suatu praktik 
penyimpanan deposito Koperasi Syariah pada Bank Konvensional. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank 
konvensional di Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang?  
2. Apa alasan koperasi syariah memilih menyimpan deposito di bank 
konvensional tersebut? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penyimpanan deposito 
koperasi syariah  pada bank konvensional tersebut? 
 
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyimpanan deposito koperasi 
syariah pada bank konvensional di Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten 
Tangerang. 
b. Untuk mengetahui alasan koperasi syariah memilih menyimpan deposito 
di bank konvensional tersebut. 
c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik 




2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan 
tentang bagaimana praktik di lembaga keuangan, dan memberi 
pemahaman terhadap masyarakat tentang sudut pnasabahng Islam entang 
penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional serta 
diharapkan dapat sebagai kajian ilmu berikutnya. 
b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah 
UIN Raden Intan Lampung. 
 
G. Signifikansi Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau 
signifikansi teoritis dan praktis sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis 
a. Sebagai bahan referensi dan pembahasan terhadap permasalahan-
permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat 
memberikan pemahaman bagi pembaca bagaimana Tinjauan Hukum 
Islam tentang Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah pada Bank 
Konvensional. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan  
khususnya dalam teori hukum Islam, dalam rangka penerapan dan 
dampak etika bisnis Islam dalam pengelolaan suatu lembaga keuangan. 
c. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan 
referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan yang 
bersifat melengkapi ataupun lanjutan. 
10 
 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Perusahaan 
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga keuangan tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis dalam Islam. 
b. Bagi Masyarakat 
Diharapkan masyarakat pada umumnya dapat mengerti tata cara dalam 
penyimpanan dana dalam lembaga keuangan yang sesuai dengan etika 
bisnis Islam. 
 
H. Metode Penelitian 
Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan 
memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu 
memecahkan permasalahannya. Metode merupakan jalan yang berkaitan 
dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi 




1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 
yaitu metode penelitian yang dilakukan langsung ke dalam kehidupan 
masyarakat yang menakut dalam data di lapangan.
14
 Metode field research 
ini juga dibantu oleh library research (metode pustaka) untuk memperkuat 
opini-opini dalam masalah yang terjadi di lapangan dengan teori serta 
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pendapat-pendapat para ahli sebagai pembantu penelitian ini. Diharapkan 
dengan literatur ini didapat data yang relevan. Dalam hal ini lapangan yang 
dimaksud adalah BPR Kerta Raharja dan Koperasi Syariah Kabupaten 
Tanggerang. 
2.  Sifat Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
15
 Dalam hal ini penulis 
akan menggambarkan kondisi objektif di lapangan yang dimaksud adalah 
Bank BPR Kerta Raharja dan Koperasi syariah Kabupaten Tangerang. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 
sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 
opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 
terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 
Diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek 
penelitian.
16
 Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber 
dari para Manager dan pegawai, dari Bank BPR Kerta Raharja 
Kabupaten Tanggerang serta nasabah deposito BPR Kerta Raharja yaitu 
Koperasi Syariah yang bersedia menjadi responden. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh 
peneliti dari sumber-sumber kepustakaan, studi dokumentasi atau laporan 
penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat 
diperoleh melalui buku-buku tentang ekonomi syariah, catatan-catatan, 
arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai 
informasi pendukung dalam analisis data primer. 
4. Populasi  dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
17
 Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang 
mempunyai karakteristik yang sama. Bisa juga disebut sebagai himpunan 
keseluruhan karakteristik yang sama. Bisa juga disebut sebagai himpunan 
keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank BPR Kerta Raharja 
Kabupaten Tangerang yang berjumlah 9 orang serta koperasi syariah 
yang berjumlah 3 orang dari 3 lembaga keuangan syariah yakni Koperasi 
Syariah Abdi Kerta Raharja, Koperasi Syariah Benteng Mikro, dan 
Koperasi PT. Berlina Tbk, maka seluruhnya dijadikan objek penelitian 
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Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili 
populasi. Karena jumlah populasi kurang dari 100 orang maka 
seluruhnya dijadikan objek penelitian yaitu 12 orang, 9 seluruh pegawai 
Bank BPR Kerta Raharja dan 3 orang dari 3 lembaga keuangan syariah 
yakni, Koperasi Abdi Kerta Raharja, Koperasi Syariah Benteng Mikro, 
Koperasi Syariah PT. Berlina Tbk, sehingga penelitian ini termasuk 
penelitian populasi. 
5. Metode Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan dibutuhkan 
beberapa metode pengumpulan data diantaranya: 
a. Observasi 
Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek 
dengan maksud  merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 
sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 
diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang 
dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
19
 
b. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah  memperoleh informasi dengan cara bertanya  
langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan 
komunikasi.
20
 Dengan menggunakan wawancara terstruktur dimana 
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penulis menyiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara guna menjadi 
acuan bagi pertanyaan laporan yang dikemukakan 
Dalam penelitian ini metode interview digunakan untuk menggali 
data tentang sejarah atau latar belakang berdirinya lembaga, letak 
geografis obyek penelitian, adapun instrumen pengumpulan datanya 
berupa pedoman interview yang terstruktur sebelumnya, dengan 
mewawancarai manager dan pegawai Bank BPR Kerta Raharja dan 
nasabah deposito Koperasi Syariah. 
c. Dokumentasi 
Studi dokumentasi berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku 
harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, 
rekaman video, foto dan lain sebagainya. Data-data dalam lnasabahsan 
teori dan pengembangan teori diperoleh dari beberapa literatur, seperti 
buku, internet dan sumber referensi lainnya.
21
 Selain itu, peneliti 
melakukan studi dokumentasi melalui data-data dan foto yang diberikan 
oleh Bank BPR Kerta Raharja dan Koperasi Syariah Kabupaten 
Tangerang. 
6. Metode Pengolahan Data 
Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis 
digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau 
menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Untuk mendapatkan 
data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut: 
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a. Editing (pemeriksaan data) 
Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih 
dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian 
dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta 
relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan penulis untuk 
memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan 
digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi. Data yang penulis ambil 
tentang tinjauan hukum Islam tentang Penetapan Deposito Koperasi 
Syariah Pada Bank Konvensional (Studi Pada Bank BPR Kerta Raharja 
dan Koperasi Syariah Kabupaten tangerang). Penulis juga memeriksa 
apakah data atau informasi yang di dapatkan sudah sesuai dengan 
kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini, apabila data sudah 
lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut.. 
b. Sistemating (sistematika data) 
Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian 
rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 
masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh. Teknik ini 
merupakan langkah ke dua setelah editing, yaitu memudahkan peneliti 
untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada Bank BPR Kerta 
Raharja Kabupaten Tanggerang. Dengan  teknik  ini, diharapkan penulis 
dapat memperoleh gambaran tentang prinsip dan penerapan etika bisnis 
Islam terhadap kerjasama antar bank tersebut. 
7. Metode Analisis Data 
Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 
16 
 
lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya diinformasikan 
kepada orang lain. Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan 
kajian penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpanan Deposito 
Koperasi Syariah Pada Bank Konvensional. Metode dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif, mengumpulkan data 
melalui risert, observasi tempat, dokumentasi dan wawancara para pihak 
terkait. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai 
hal yang berkenaan dengan praktik penyimpanan deposito koperasi syariah 






A. Konsep Dasar Koperasi Syariah 
1. Pengertian Koperasi Syariah 
Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Undang-undang No. 25 tahun 
1992 tentang Koperasi dinyatakan bahwa Koperasi adalah organisasi badan 
usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi, 
dengan melnasabahskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan. Bapak Koperasi Muhammad Hatta mendefinisikan Koperasi 
adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi 
berdasar tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong 
oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan, “Seorang buat 
semua dan semua buat seorang”.
22
 
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Koperasi 
merupakan suatu organisasi atau badan usaha yang memiliki badan hukum 
yang didirikan atas dasar kesamaan tujuan yaitu kesejahteraan anggota, 
yang bersifat terbuka dan dalam pelaksanaanya anggota Koperasi berperan 
sebagai pemilik dan pengguna. Perlu kita sadari pula bahwa Koperasi bukan 
sekedar perkumpulan modal saja, tetapi merupakan perkumpulan orang-
orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berdasar 
atas asas kekeluargaan. 
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Koperasi Syariah adalah sebuah konversi dan Koperasi konvensional 
melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan 
ekonomi yang dilakukan Rasulallah dan para sahabatnya.
23
 Koperasi 
Syariah atau yang biasa disebut  Kopersai Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, 
investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.
24
 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Koperasi 
Syariah adalah badan usaha Koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip 
Syariah, memiliki aturan sama  dengan koperasi umum. Namun, dibedakan 
dengan produk-produk yang ada di Koperasi umum diganti dan di sesuaikan 
nama dan sistemnya dengan tuntutan dan ajaran agama Islam.  
Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional 
melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang 
dilakukan  Rasulullah dan para sahabatnya. 
Menurut kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2009 Pasal 1, 
menyatakan Kopersai Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang 
kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan 
sesuai dengan pola bagi hasil  (Syariah). 
Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha Koperasi Syariah meliputi 
kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayib) serta 
menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk 
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menjalankan fungsi perannya, Koperasi Syariah menjalankan usaha 
sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha Koperasi. Usaha-usaha yang 
diselenggarakan Koperasi Syariah harus dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang 
ekonomi/perbankan Syariah, maka pada Koperasi Syariah titik krusialnya 
ada pada Stnasabahrd Operating Procedure (SOP). Karena pada tataran 
normativ saat pembuatan akad dan melaksanakan dan redaksi yang bisa 
diambil dari beberapa literatur. Bahkan template akad sudah bisa didapat 
dari Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah), yang sudah tentu isi dan 
formatnya hasil dari ijtihad ekonomi para ahli. Sementara untuk proses 
penetapan keuntungan dan bagi hasil harus sesuai prosedur yang telah 
disepakati dan disahkan secara syariat oleh dewan pengawasan syariahnya.
25
 
Dalam segala aspek kehidupan termasuk kegiatan ekonomi harus 
berlnasabahskan pada hukum Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan di 
akhirat. Terutama sistem pelaksanaan Koperasi harus berlnasabahskan 
hukum Islam. Hal ini berarti menghindarkan semua bentuk yang 
diharamkan seperti pengunaan riba yang sering ditemukan dalam Koperasi 
simpan pinjam. 
                                                             
25
 Koperasi Syariah Sebagai Keuangan Masyarakat Antara Religiusitas, Trend, dan 
Kemudahan Layanan” (On-Line). Tersedia di: file:///C:/Users/USER/Downloads/1146-




Dalam surat Al-Maidah ayat dua menjelaskan bahwa manusia saling 
tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan 
demi kebaikan dan kompetensi demi untuk meningkatkan takwa.  
Oleh karena itu sikap tolong menolong dalam Koperasi harus 
dilaksanakan dalam dua point tersebut, bukan menjadi menyengsarakan 
anggotanya dengan cara riba. Untuk menghindarkan segala kegiatan 
Koperasi yang mengarahkan kepada hal yang diharamkan, solusinya adalah 
menjalankan kegiatan Koperasi sesuai Syariah atau biasa disebut Koperasi 
Syariah. 
Prinsip Koperasi Syariah terdiri dari: 
a. Koperasi Syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai 
berikut: 
1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh 
siapapun secara mutlak. 
2)  Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama sesuai dengan 
ketentuan syariah. 
3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi. 
4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi 
(sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber 
dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang saja.
26
 
b. Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip 
Syariah Islam sebagai berikut: 
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1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 
2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara 
konsisten dan konsekuen (istiqomah). 
3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. 
4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan 
besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 
5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional 
menurut sitem bagi hasil. 
6) Jujur, amanah, dan mandiri. 
7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan 
sumber daya informasi secara optimal. 
8) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar Koperasi 
serta dengan dan atau lembaga lainnya. 
Pada umumnya penyelenggaraan Koperasi konvensional sudah 
sesuai dengan sistem ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi 
yang berpihak pada pengembangan nasib masyarakat banyak dengan 
memupuk kebersamaan dan kekeluargaan. 
27
 
2. Dasar Hukum Koperasi Syariah 
Koperasi Syariah berlnasabahskan Syariah Islam yaitu Al-Wuran dan 
As-Sunnah dengan saling tolong menolong (ta’āwun) dan saling 
menguatkan (takaful). Menurut Al-Qur‟an dalam surat Al-Maidah Ayat 2: 
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                      
                              
                     
                          
              
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) binatang-binatang  had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 
keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 
(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 




Berdasarkan pada ayat Al-Qur‟an tersebut sekiranya dapat di pahami 
bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan 
oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerjasama, dan saling 
menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan 
adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. 
Secara rill, ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur 
tentang Koperasi Syariah yaitu: 
a. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. 
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b. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan 
usaha simpan pinjam oleh koperasi. 
c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 91 tahun 2004 
tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (KJKS). 
d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 35  tahun 2007 
tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS) dan unit jasa keuangan syariah koperasi. 
e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 19 tahun 2007 
tentang pedoman pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan unit 
jasa keuangan Syariah Koperasi. 
f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 4 tahun 2012 
tentang pedoman umum akuntansi koperasi. 
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah 
Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan Koperasi Syariah harus sesuai 
dengan Maqashid Syariah yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, 
yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (manfaah) dan ibqā, yaitu 
mencegah kerusakana atau cedera (madarrah) seperti yang diarahkan oleh 
pemberi hukum. Maslahah di sisi lain adalah perangkat hukum yang 
digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan 
publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi. 
Tujuan koperasi Syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu 
mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, 
menciptakan persaudaraan dan keadilan  sesama anggota, pendistribusian 
pendapatan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. 
24 
 
Pada Koperasi konvensional hanya terdapat satu istilah saja yaitu 
pinjaman/kredit, dimana anggota berkewajiban mengembalikan hutang 
pokok berikut jasa/bunga yang sudah ditetapkan diawala akad kredit. Hal ini 
tentu sangat berbeda dengan akad pembiayaan yang dikelola oleh Koperasi 
Syariah, dimana kebutuhan pendanaan anggota akan disesuaikan dengan 
akad-akad pembiayaan sesuai dengan produk dan penggunaan dananya. 
Walaupun saat ini produk/akad yang dominan masih pada produk 
murabahah atau piutang, namun tidak sedikit koperasi yang memiliki 
portofolio besar pada akun pembiayaannya. Dan sudah semestinya akun 
pembiayaan rasionya harus lebih besar, karena prinsip syariah sangat 
tergantung pada akun tersebut. Jangankan di Koperasi Syariah yang 
sebagian besar modalnya sangat bergantung pada anggota, bahkan pada 
bank-bank syariah pun portofolio pembiayaan yang berbasis bagi hasil 
masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karakter masyarakat Indonesia 
masih kurang dipercaya untuk mengelola dana yang diamanahkan oleh bank 
syariah maupun Koperasi Syariah.
29
 
Menurut Dr. Kasmir pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
yang dibiayayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
30
 
Tujuan dari sistem Koperasi Syariah adalah: 
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a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. 
b. Menciptakan persaudaran dan keadilan sesama anggota. 
c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota 
berdasarkan kontribusinya. 
d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada 
pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. 
Berdasarkan uraian tersebut, Koperasi mempunyai tujuan untuk 
mensejahterakan para anggotanya dan mendapatkan keuntungan bagi 
usahanya. Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan sosial dan ekonomi yang 
hendak di capai oleh sebuah badan usaha koperasi. 




a. Sebagai Manager Investasi 
Koperasi syariah dapat memerankan perannya sebagai agen atau 
sebuah penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syariah akan 
menyalurkan dana calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana 
atau bias juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh 
pemilik dana. 
b. Fungsi Sosial 
Koperasi Syariah memberikan pelayanan sosial baik kepada 
anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat dhu’afa. 
Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan) 
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dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al-
Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang 
dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya 
seperti di koperasi konvensional. 
4. Produk Koperasi Syariah 
Sumber dana KSPPS antara lain berasal dari dana masyarakat, 
simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, atau melalui kerjasama 
antar institusi. Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola  oleh 
KSPPS, terdapat dua tugas penting KSPPS, diantaranya sebagai berikut:
32
 
a. Pengumpulan Dana KSPPS 
Pengumpulan dana KSPPS dilakukan melalui bentuk simpanan 
tabungan dan deposito, adapun akad yang mendasari berlakunya 
simpanan terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam 
penyertaan dan penarikannya yaitu: 
1) Simpanan Wadîah 
Simpanan Wadîah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat di 
tarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat 
berharga pemindahan bukuan atau transfer dan perintah membayar 
lainnya. Simpanan yang berakad wadîah ada dua macam yakni 
Wadîah yad amanah, yaitu titipan dana zakat, infak dan shadaqah dan 
Wadîah yad dhamanah, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari 
pihak bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan. 
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2) Simpanan Mudhārabah  
Simpanan Mudhārabah adalah simpanan pemilik dana yang 
penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan Mudhārabah 
tidak memberikan bunga tetapi diberikan bagi hasil. Jenis simpanan 
yang berakad mudhārabah dapat dikembangkan dalam berbagai dapat 
dikembangkan dalam berbagai dalam berbagai variasi simpanan. 
B. Konsep Dasar Deposito 
1. Pengertian Deposito 
Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan 
dengan bank. Sedangkan deposito mudharabah adalah dana nasabah yang 
disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang 
telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau 
presentase yang telah disepakati bersama.  
Deposito syariah merupakan salah satu dari produk perbankan yang 
dikeluarkan untuk menarik dana pihak ketiga dari masyarakat. Tujuan dari 
produk deposito itu sendiri adalah untuk mendapatkan modal dari pihak 
ketiga yang nantinya dikelola oleh bank, hasilnya akan dibagihasilkan 
kepada kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Seperti halnya pada 
tabungan, dalam deposito khususnya deposito syariah, nasabah deposan 
bertindak sebagai shahibul maal dan bank bertindak sebagai  mudharib. 
28 
 




Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 
waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 
Adapun yang dimaksud dengan deposito syari‟ah adalah deposito yang 
dijalankan berdasarkan prinsip syari‟ah, sebagaimana yang difatwakan oleh 
DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang deposito. Yaitu deposito yang 
dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.
34
 
Penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dan 
pemegang deposito berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Deposito 
dengan jangka waktu 1 bulan, artinya penarikannya hanya dapat dilakukan 
setelah satu bulan. Misalnya, deposito jangka waktu satu bulan, sitempatkan 
pada tanggal 20 Juni 2006, maka deposito tersebut dapat dicairkan pada saat 
jatuh tempo, yaitu pada tanggal 20 Juli 2006. 
Deposito merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban 
jangka panjang. Jangka waktu deposito bervariasi, yaitu deposito yang 
jangka waktunya kurang dari satu tahun dan deposito yang jangka waktunya 
lebih dari satu tahun. Deposito dengan jangka waktu sampai dengan satu 
tahun akan diakui sebagai kewajiban jangka pendek, dan deposito dengan 
jangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai kewajiban jangka panjang. 
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Deposito disajikan dalam kewajiban jangka pendek bila jatuh temponya 
kurang dari satu tahun. Deposito disajikan dalam kewajiban jangka panjang 
bila jatuh temponya lebih dari satu tahun.
35
  
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada 
bank dalam bentuk Giro, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Tabungan 
dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.sedangkan simpanan 
berjangka adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah mudhārabah al-
mutlaqah, dimana shahibul māal memberikan kepercayaan kepada BMT 
untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan 
secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara 
halal dan professional. Keuntungan dari pembiayaan dibagi antara anggota 
dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal. Pada 
dasarnya prinsip yang diterapkan dalam Simpanan Berjangka adalah prinsip 
mudhārabah mutlaqah/berjangka yaitu prinsip dimana pemilik dana 
memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana 
tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.  
Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan 




a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan 
tatacara pemberitahukan keuntungan dan pembagian keuntungan secara 
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resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai 
kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad. 
b. Untuk tabungan mudhārabah, bank dapat memberikan buku tabungan 
sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM/alat penarikan lainnya 
kepada penabung. Sedangkan untuk deposito mudhārabah bank wajib 
memberikan sertifikat/tnasabah penyimpanan deposito kepada deposan. 
c. Tabungan mudhārabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai 
perjanjian yang disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh 
tempo akan diperlakukan sama seperti baru, tetapi bila sudah 
dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru. 
d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
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2. Jenis-jenis Deposito 
Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat 
dalam menyimpan dananya dalam beberapa jenis deposito, antara lain: 
a. Deposito Berjangka 
b. Sertifikat Deposito 
c. Deposit On Call 
Jenis deposito tersebut dibedakan antara lain dilihat dari sifat 
deposito itu sendiri, yaitu sifat deposito yang diterbitkan atas nama atau atas 
unjuk. Deposito yang diterbitkan atas nama, yaitu tercantum nama pihak 
yang berhak mencairkannya. Pihak yang berhak untuk  mencairkan deposito 
tersebut adalah pihak yang namanya tertera dalam biliyet deposito. Deposito 
yang diterbitkan atas unjuk merupakan jenis deposito yang dapat ditarik 
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oleh siapapun dengan menunjukan sertifikat depositonya. Perbedaan lainnya 
terletak pada cara pembayaran bunga, yaitu bunga bisa dibayar di muka 
pada saat penyimpanan dana dalam deposito atau dibelakang pada saat 




3. Deposito Berjangka 
Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas 
nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penariaknnya disesuaikan dengan 
jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain: 
a. Deposito Jangka waktu 1 bulan 
b. Deposito Jangka waktu 3 bulan 
c. Deposito Jangka waktu 6 bulan 
d. Deposito Jangka waktu 12 bulan 
e. Deposito Jangka waktu 24 bulan 
Perbedaan jangka waktu deposito berjangka akan memiliki dampak 
pada imbalan yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening 
deposito. Pada umumnya bank memberikan bunga dengan tingkat bunga 
yang lebih tinggi bagi deposito yang jangka waktunya lebih lama. Deposito 
berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas 
nama lembaga atau badan hukum.
39
 
Pembayaran bunga deposito berjangka dilakukan pada tanggal 
valuta, yaitu tanggal dimana deposito berjangka tersebut dibuka atau 
ditempatkan. Misalnya deposito berjangka ditempatkan pada tanggal 12 mei 
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2007 dengan jangka waktu 3 bulan, maka bunga akan dibayar oleh bank 
setiap tanggal valuta, yaitu tanggal 12 Juni 2007, 12 Juli 2007, dan 12 
Agustus 2007. Pembayaran bunga deposito biasanya tidak secara langsung 
diterima oleh nasabah secara tunai, akan tetapi bunga tersebut dikreditkan 
ke rekening giro atau tabungan, atau sesuai dengan pemerintah nasabah. 
a. Akuntansi Deposito Berjangka 
Akuntansi untuk deposito berjangka merupakan dasar pengaturan 
pencatatan dan pengakuan deposito berjangka sesuai dengan prinsip 
akuntansi. 
1) Deposito berjangka dinilai sebesar jumlah pokok deposito yang 
tercantum dalam perjanjian antara bank dan pemegang deposito 
berjangka. 
2) Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam 
biliyet deposito atau sebesar kewajiban kewajiban bank yang 
diperjanjikan. 
3) Setoran deposito yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima, 
sedangkan deposito dengan setoran dana berasal dari transaksi kliring, 
maka pengakuannya setelah menerima hasil kliring (efektif). 
4) Bank memberikan bunga deposito kepada pemegang deposito dengan 
suku bunga yang telah diperjanjikan. 
5) Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam 
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b. Pembukaan Deposito Berjangka 
Pembukaan deposito berjangka merupakan awal adanya 
perjanjian antara bank dan nasabah tentang penyimpanan dana nasabah 
dalam bentuk deposito berjangka. Perjanjian tersebut meliputi: 
1) Jumlah Nominal Deposito 
Jumlah nominal merupakan jumlah tertentu yang disetorkan oleh 
nasabh untuk membuka rekening deposito. Misalnya, Rp 50.000.000,- 
2) Jangka Waktu 
Jangka waktu merupakan masa deposito berjangka ditempatkan di 
bank. Misalnya pada tanggal 01 Maret 2007 nasabah menempatkkan 
deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan, artinya jangka 
waktu deposito berjangka dimulai sejak tanggal 01 Maret 2007 sampai 
dengan jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2007. 
3) Bunga 
Bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank atau diterima 
oleh nasabah sesuai dengan persentase yang diperjanjikan dikalikan 
dengan nominal deposito berjangka. 
4) Automatic Roll Over atau tidak 
Automatic Roll Over adalah deposito berjangka yang dapat 
diperpanjang secara otomatis oleh bank apabila pada saat jatuh tempo  
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5) Perjanjian-perjanjian lainnya 
Perjanjian lain, misalnya adanya special rate, yaitu tambahan bunga 
yang disepakati anatara pemegang bank dengan pemegang deposito. 
Special rate diberikan oleh bank kepada nasabh yang memiliki 
deposito berjangka dengan nominal dan jangka waktu yang ditetapkan 
oleh bank. Di samping special rate, terdapat perjanjian lain, misalnya 
bunga dikreditkan ke rekening tabungan, rekening giro, atau ditransfer 
ke bank lain. 
c. Pembebanan Bunga Deposito Berjangka  
Pembayaran bunga deposito dilakukan pada tanggal valuta, yaitu 
setiap bulan pada tanggal  deposito berjangka ditempatkan. Dalam hal 
penyimpanan deposito berjangka dilakukan pada pertengahan bulan, atau 
tidak pada awal bulan maka terdapat beban bunga deposito yang masih 
harus dibayar pada akhir bulan yang merupakan kewajiban bagi bank. 
Pembebanan bunga yang masih harus dibayar harus dicatat dalam 
laporan keuangan pada posisi kewajiban, yaitu kewajiban segera bunga 
deposito. Kewajiban segera bunga deposito merupakan beban bunga 
deposito yang harus diperhitungkan sebagai beban sesuai dengan 
pengendapannya. 
d. Pencairan Deposito Berjangka 
Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang 
penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara 
bank dan nasabah. Dengan demikian, deposito berjangka dapat dapat 
dicairkan apabila telah jatuh tempo. Dalam praktiknya, meskipun 
deposito berjangka tersebut belum jatuh tempo, akan tetapi dapat 
35 
 
dicairkan dalam hal nasabah ingin mencairkannya. Pencairan deposito 




1) Pencairan Deposito Berjangka pada Saat Jatuh Tempo 
Deposito berjangka akan dicairkan pada saat jatuh tempo, yaitu 
pada saat berakhirnya masa perjanjian antara bank dengan nasabah.
43
 
2) Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo 
Pada prinsipnya deposito berjangka merupakan simpanan 
berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka 
waktu yang telah dijanjikan. Namun dalam memberikan pelayanan 
kepada nasabah (deposan), bank memperbolehkan pencairan deposito 
berjangka sebelum jatuh tempo. Pencairan deposito sebelum jatuh 
tempo akan dikenakan denda (penalty) yang besarnya sesuai dengan 
ketentuan bank. 
Perhitungan penalty dapat dilakukan dengan berbagai cara 
sebagai berikut: 
a) Penalty sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak. 
b) Penalty sebesar persentase tertentu dari bunga setelah pajak. 
c) Penalty sebesar persentase tertentu dari nominal deposito 
berjangka. 
d) Penalty sebesar nominal tertentu. 
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Dari keempat perhitungan penalty tersebut, yang paling umum 
dilakukan oleh bank adalah penalty dihitung dari persentase tertentu 
dari nominal deposito, dan penalty dihitung sebesar nominal 
tertentu.
44
 Dengan demikian, dalam pembahasan perhitungan penalty 
ini, hanya menggunakan perhitungan penalty sebesar persen tertentu 
dari nominal deposito berjangka dan penalty sebesar nominal tertentu. 




Dalam perhitungan penalty yang didasarkan pada persentase 
dari nominal deposito, maka besarnya penalty dihitung dari persentase 
tertentu dikalikan dengan nominal deposito berjangka. Dalam hal ini 
bank tidak membayar bunga atas sisa jangka waktu yang belum 
dibayar, akan tetapi langsung mengurangkan baiaya penalty dari 
nominal depositoberjangka. Sehingga nasabah akan menerima sebesar 
nominal deposito setelah dikurangi dengan baiaya penalty. 
4. Sertifikat Deposito 
Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat 
yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, dan dapat diperjual 
belikan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sertifikat deposito 
adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanan 
dapat dipindahtangankan. Pemilik sertifikat deposito dapat menjualnya 
apabila membutuhkan dana segera, sifat sertifikat deposito adalah atas 
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unjuk, sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Pada saat 
pemegang sertifikat deposito membutuhkan dana, dan sertifikat deposito 
belum jatuh tempo, maka nasabah tidak dapat mencairkan di bank penerbit, 
akan tetapi dapat menjual kepada pihak lain atau bank penerbit.
46
 
Sertifikat deposito tidak tercantum nama pemegang hak, baik nama 
perorangan maupun nama badan usaha. Sertifikat deposito diterbitkan atas 
unjuk, artinya siapa saja yang membawa sertifikat deposito, dapat 
mencairkannya di bank penerbit sertifikat deposito. Penerbitan sertifikat 
deposito sudah tercetak dalam bermacam-macam nilai nominal. Nilai 
nominal tersebut menunjukan sejumlah nilai dari sertifikat tersebut yang 
dapat di uangkan di bank yang menerbitkan pada saat jatuh tempo. Nilai 
nominal sertifikat deposito biasanya dalam jumlah besar dan dalam jumlah 
bulat, misalnya Rp 10.000.000, Rp 50.000.000,- dan Rp 100.000.000,-. 
a. Akuntansi Sertifikat Deposito 
1) Sertifikat deposito dinilai sebesar nilai nominal dikurangi bunga 
dibayar muka. 
2) Selisih antara jumlah tunai yang diterima dan nilai nominal dinilai 
sebagai bunga di bayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu 
sertifikat deposito. 
3) Transaksi sertifikat deposito diakui sebesar nilai nominal yang 
tercantum dalam sertifikat deposito. 
4) Setoran sertifikat deposito yang diterima tunai oleh bank diakui 
sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka (diskonto). 
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Setoran melalui kliring diakui setelah efektif sebesar nilai nominal 
dikurangi bunga dibayar muka.
47
 
b. Penyimpanan Sertifikat Deposito 
Penyimpanan sertifikat deposito terjadi pada saat terjadinya 
pembelian sertifikat deposito oleh pihak lain kepada bank. Nasabah yang 
membeli sertifikat deposito mendapat imbalan berupa bunga dengan 
persentase sesuai dengan perjajian antara bank dengan nasabah. Pembeli 
sertifikat deposito menerima bunga pada saat pembelian. Artinya bunga 
tersebut diterima dimuka oleh nasabah, dan diperhitungkan sebagai 
pengurang dari jumlah uang yang harus dibayarkan. 
c. Pencairan Sertifikat Deposito pada Saat Jatuh Tempo 
Pada saat jatuh tempo, pemegang sertifikat deposito akan 
mencairkannya baik melalui kas (tunai) atau dengan mengkreditkan ke 
rekening lain, misalnya rekening giro atau tabungan. Pada saat pencairan 
sertifikat deposito dilakukan sesuai dengan jangka waktunya, maka 
nominal uang yang akan diterima oleh pemilik sertifikat deposito adalah 
sebesar nominal sertifikat deposito. Bank akan membebankan amortisasi 
bunga sesuai dengan jumlah hari pada bulan pencairan deposito. 
d. Penjualan Sertifikat Deposito Sebelum Jatuh Tempo 
Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang dapat di 
pindahtangankan. Pemilik dsertifikat deposito, apabila membutuhkan 
dana, sementara sertifikat depositobelum jatuh tempo, maka serifikat 
deposito tersebut dapat dijual kepada pihak lain, atau kepada bank yang 
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menerbitkannya dengan diskonto tertentu sesuai perjanjian. Dengan 
melakukan penjualan atas sertifikat deposito sebelum jatuh tempo, maka 
pemilik serifikat deposito akan menerima sebesar nominal sertifikat 
deposito setelah dikurangi dengan diskonto. 
e. Amortisasi Bunga Sertifikat Deposito Dibayar Dimuka 
Amortisasi bunga merupakan pembebanan bunga sesuai dengan 
jangka waktu yang telah berjalan. Bunga sertifikat deposito diamortisasi 
setiap akhir bulan, sebagai beban bunga pada bulan berjalan. Hal ini 
diperlukan sesuai dengan prinsip matching antara cost dan revenue. 
Dengan dilakukan amortisasi atas pembayaran bunga, maka bunga 
sertifikat deposito dibayar dimuka akan berkurang sebesar tertentu sesuai 
dengan jumlah pembebanan yang seharusnya.
48
 
5. Deposit On Call 
Deposit On Call (DOC), merupakan jenis deposito yang 
penariaknnya harus dengan pemberitahuan sebelumnnya. Bank dapat 
mencairkan Deposit On Call setelah mendapat informasi dari nasabah, pada 
umumnya 2 hari sebelum pencairan. Jangka waktu Deposit On Call sangat 
pendek yaitu antara 7 hari sampai dengan 30 hari. Bunga yang diberikan 
sesuai dengan negosiasi antara bank dan nasabah. Besarny a bunga bisa 
dihitung per bulan atau per tahun sesuai kebijakan bank dan pembayaran 
bunga dilakukan pada saat penarikan. Dalam pembahasan ini bunga 
dihitung berdasarkan perhitungan hari dalam satu bulan. Dalam hal 
perhitungan bunga didasarkan pada jumlah hari dalam satu tahun, maka 
pembagiannya adalah 365 hari. Namun bila bank memiliki policy 
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perhitungan bunga dalam bulanan, maka pembagiannya adalah jumlah hari 




C. Konsep Dasar Riba 
1. Pengertian Riba 
Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti 
tambahan (azziyādah),
50
 berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw)  
dan meningkat (al-irtifa'). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa 
tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; arba 
fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi (seorang melakukan riba terhadap orang 
lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut liyarbuma 
a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu (mengambil dari sesuatu 
yang kamuberikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).
51
 
Riba secara etimologi bermakna ziyādah (tambahan). Secara 
linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut 
istilah teknis, riba berarti pengambilan “tambahan” di sini, yaitu tambahan 
kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan 
perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena 
tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang 
ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan 
asset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Apabila ditunda serah 
terima tersebut maka ada unsur riba.  
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Sedangkan Secara bahasa (lughah), menurut al-Razi, riba berarti 
tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan rabā al-syay’yarbū; 
arbā al-rajul idzā’amala fīal-ribā. Di samping itu juga dikuatkan oleh QS. 
Al-Hajj [22]: 5: ...... اهتزت وربت  (…hiduplah bumi itu dan suburlah…).
52
 Arti 
kata riba dalam ayat tersebut adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. 
Sejalan dengan ini bisa dilihat dalam Qs. An-Nahl [16]: 92 …disebabkan 
adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (arba) dari golongan 
yang lain. Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa riba 
adalah tambahan secara mutlak.
53
 Demikian pula al-Jurjani dalam kitab 




Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti 
“kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka 
logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat 
dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur‟an 
bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah [2] : 275), Allah 
menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut 
alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau 
hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.
55
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Sedangkan secara terminologis, menurut al-Shabuni, riba adalah 
tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai 
perumbangan dari masa (meminjam). Al-Jurjani mendefiniskan riba sebagai 
tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang 
yang berakad. Sementara Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitāb al-Fiqh alā 
Madzāhib al-Arba’ah menjelaskan bahwa riba menurut istilah fukaha 
adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa 
adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut. Dalam madzhab 
Syafi‟i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak 
diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi 




Majelis ulama (MUI) mendefinisikan riba sebagai “tambahan” 
(ziyādah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam 
pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba 
nasi‟ah. Para modernis dan pakar ekonomi mendefinisikan riba sebagai 
“suatu kelebihan” atau “kelebihan yang sangat besar jumlahnya”. Beberapa 
ulama sepakat bahwa jenis kedua lah yang bisa menimbulkan terjadinya 
riba. Para ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang 
pinjaman yang saat dikembalikan oleh peminjam menyebabkan terjadinya 
riba, maka hal tersebut dilarang. 
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Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara 
umum ditegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam 
transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan 
dengan prinsip muam  alah dalam Islam. 
Adapun secara terminology terdapat beberapa definisi riba dari para 
ulama sebagai berikut: 
a. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai 
tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 
(pasdanan) yang dibenarkan oleh syariat Islam atas penambahan tersebut. 
b. Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok 
karena adanya unsur waktu.
57
 
Jika digabungkan menjadi satu kalimat maka pengertian riba 
mencangkup yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli 
maupun pinjam meminjam secara batil atau yang bertentangan dengan 
prinsip muamalah dalam Islam. 
Kontroversi mengenai riba sampai saat ini masih belum menunjukan 
tnasabah akan mereda. Beberapa ulama sangan sensitif apabila mendapatkan 
adanya diskusi yang membahas permasalahan tersebut. Pada sisi lain, 
beberapa ulama lain mengabaikan semua pemahaman riba zaman 
pertengahan dengan menganggapnya sebagai sebuah gagasan yang telah 
usang. 
Perdebatan riba sudah didekati dengan berbagai aspek. Salah satu 
aspek diskusi yang kontras berlawanan adalah mengenai bunga (interest) 
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sebagai sebuah kewajaran (moderasi), yang secara ekonomi dijustifikasi 
sebagai suku bunga modal (remuneration of capital), dengan usury sebagai 
sebuah tindakan berlebihan yang bisa berujung kepada pemerasan. Beberapa 
ulama berpendapatan bahwa yang disebutkan tersebut dapat disebut dengan 
riba. Mayoritas (jumhur) ulama mengatakan masih mempertimbangkan 
bahwa segala penambahan atau kenaikan jumlah uang yang dikembalikan 
oleh debitur (the borower) dianggap sebagai bentuk riba dan dilarang 
menurut Al-Qur‟an. 
Aspek lain adalah persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh 
ekonomi modern. Dalam beberapa decade terakhir, keadaan darurat 
(darurah) dan kepentingan umum (maslahah), menjadi dasar ulama Islam 
modern dalam mengambil keputusan. Sebagaimana menurut Fazlur 
Rahman, menyatakan bahwa selama masyarakat belum direkontruksikan 
pada dasar prinsip Islam, maka upaya penghapusan bunga bank merupakan 
sebuah tindakan yang dapat mematikan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
dan sistem keuangan Negara, hal ini bertentangan dengan maksud yang 
terkandung di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah. 
Berdasarkan atas pemahaman dasar yang sama, beberapa ulama 
berpendapat bahwa konsep riba sudah salah dipahami, salah interprestasi 
dan salah dalam mengaplikasikannya. Muhammad Sa‟id al-Asmawi, 
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memberikan tiga argumentasi untuk menujukan bahwa larangan terhadap 
bunga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, yaitu:
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1) Riba yang dimaksud dalam Al-Qur‟an adalah riba nasî’ah, riba yang 
berlipat gnasabah yang umum terjadi masyarakat arab jahiliyyah. 
2) Riba pada hadist terdiri dari enam komoditas, dan seharusnya hanya 
berlaku pada enam komoditas ini, dan tidak mengarah pada mata uang 
modern. 
3) Harus dapat dibedakan antara pinjaman produktif, seperti yang 
digunakan oleh perusahaan dan bisnis Islam dalam rangka berinvestasi 
dan mengahasilkan keuntungan, dengan pinjaman eksploitatif, seperti 
pinjaman yang diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi 
kebutuhan pokok hidupnya. 
Bertentangan dengan pendapat tersebut, beberapa ulama 
mengemukakan bahwa suatu ekonomi modern dapat menghindari semua 
riba dengan menggunakan mekanisme yang sesuai. Bukannya 
menyelesaikan isu-isu tersebut, sejumlah fatwa memperpanjang kontroversi 
yang ada. Muhammad Abduh pada tahun 1904, dalam konteks perubahan 
ekonomi yang pesat, salah seorang Mufti Mesir dan juga seorang pembaru. 
Mengeluarkan fatwa controversial mengenai Dana Tabungan Mesir (Sanduq 
al-Tafwer) yang dibentuk oleh Postal Administration. Sebagai kompensasi 
dari deposito tunai ditawarkan sertifikat yang memberikan kepada para 
depositor tingkat pengembaliannya (rate of return). Fatwa ini, mengadopsi 
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Meskipun usaha-usaha penyeimbagan sudah dilakukan, namun 
segala bentuk pertentangan tidak dapat diredakan. Pada 1986, akademi fiqih 
konferensi Islam mendukung para ahli hukum Islam awal yang ketat, 
mengecam segala transaksi yang berhubungan dengan bunga sebagai 
sesuatu yang tidak dapat diterima. Akan tetapi, pada tahun 1989 ketika 
perdebatan ekonomi dan teroris antara institusi keuangan Islam dengan bank 
konvensional makin memanas, Mufti Republik Mesir, Muhammad Sayyed 
Atiyya Tantawi, mengisukan fatwa yang menurutnya paling penting 
melegitimasi „sertifikat kapitalisasi‟ (syahadat al-istithmar), yaitu obligasi 
Negara dengan bunga ditanggung oleh bank-bank di Mesir. Dia berpendapat 
bahwa penetapan bunga sebelumnya adalah demi kepentingan pemilik 
modal  dan dilakukan untuk melindungi perselisihan antara pemilik modal 
dan bank. Selain itu, oleh karena sertifkat tersebut diisukan dalam 
hubungannya dengan pembiayaan rencana pembangunan Negara, dengan 
tujuan untuk mendorong penduduk untuk meningkatkan jumlah 




Al-Qur‟an menegaskan bahwa bagi siapa saja yang mengabaikan 
larangan terhadap riba, berarti ia sudah mengibarkan bendera perang 
terhadap Allah SWT dan Rasul nya. Pelarangan riba tersebut secara eksplisit 
disebutkan dalam 4 (empat) wahyu yang berbeda didalam Al-Qur‟an, yaitu 
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surat Al-Baqarah (2): 275-281, surah Ali-Imran (3): 129-130, surah An-Nisa 
(4): 161, dan surah Ar-Rum (30): 39, semua ayat tersebut menerangkan ide 
pokok sebagai berikut: meskipun tampaknya terdapat persamaan antara 
keuntungan dari perdagangan dan keuntungan dari hasil riba, namun 
keuntungan dari hasil perdagangana saja yang diperbolehkan ketika 
meminjamkan uang, seorang Muslim diminta untuk mengambilnya kembali 
sebatas uang yang dipinjamkan, dan mengikhlaskan jika debitur tidak 
mampu membayar, riba dapat menghapus keridhaan Allah SWT terhadap 
kekayaan tersebut, riba dapat disamakan dengan mengambil kekayaan milik 
orang lain, seorang muslim selayaknya menjauhi riba demi kesejahteraan 
mereka. 
Secara literal, riba berarti berlipat atau penambahan (baik secara 
kualitas maupun kuantitas). Berdasarkan definisi tersebut, tampak jelas 
bahwa riba tidak harus mengenai suku bunga dan semacamnya saja dan juga 
tidak secara eksklusif mengenai suku bunga. Riba sesungguhnya mengarah 
kepada segala keuntungan tidak sah yang didapatkan dan ketidaksamaan 
nilai-nilai imbangan secara kuantitatif. Dengan demikian, bunga atau 
penggelembungan modal (usury) hanya merupakan salah satu bentuk riba.
61
 
Sebagaimana diketahui, semua ulama sepakat bahwa riba adalah 
sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan makna riba 
sendiri adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena 
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penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, yang 
dikenal dengan istilah riba nasi’ah. Atau dapat dikatakan suatu 
keuntungan moneter tanpa ada nilai imbangan yang ditetapkan untuk salah 
satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai 
moneter.  
Adanya pelarangan riba dalam sejarah Islam tidaklah langsung 
sekaligus, akan tetapi dengan tadrijan wamunajjaman yakni (berangsur-
angsur) dalam empat tahap.  
Tahap pertama, alQur‟an menolak anggapan bahwa riba yang pada 
zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu 
perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Tahap kedua, riba digambarkan 
dalam suatu yang buruk. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan 
kepada suatu tambahan yang berlipatgnasabah. Para ahli tafsir berpendapat 
bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan 
fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Dan tahap 
terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis 
tambahan yang diambil dari pinjaman. 
Jika dikaji dalam pnasabahngan ekonomi, makna bunga 
(interest/faidah) sendiri adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi 
pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa 
mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo 
waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya 
berdasarkan persentase. Dari pemaknaan bunga bank inilah pendapat 
ulama sangat bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa yang haram 
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hanyalah yang bunganya tinggi dan tidak pada semua bentuk bunga. 
Mereka berargumen bahwa adanya penyebutan riba “berlipat gnasabah” 
yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 130, bisa menunjukkan bahwa di 
masa kebangkitan Islam, praktik peminjaman uang sedang trend dilakukan 
dan mengambil keuntungan yang berlebih-lebihan dari bunga pinjaman 
yang dibebankan. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan modal yang 
dipinjam pada tanggal jatuh tempo, maka pemberi pinjaman akan 
menggnasabahkan dan kemudian menggnasabahkan lagi suku bunganya 
sehingga menyebabkan penghutang jatuh ke dalam kemelaratan.Sehingga 
dari sini, bunga yang diharamkan adalah bunga yang 
“eksploitatif/memeras” atau berlebih-lebihan, sehingga boleh mendapat 
keuntungan yang „wajar‟ atas dana pinjaman.
62
 
2. Dasar Hukum Riba Secara Umum 
Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari 
riba yarbu , rabwan yang berarti az-ziyadah (tambahan) atau al-fadl 
(kelebihan). Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Al-Qur‟an yaitu 
pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan 
besar selain itu juga digunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian 
riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun 
kuantitasnya. 
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Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan 
tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan 
harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, 
mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-
orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek 
prikemanusiaan demi menghasilkan materi. 
Dalam kaitannya dengan pengertian al batil, ibnu Al-Arabi Al-
Maliki dalam kitabnya ahkam Al-Qur‟an menjelaskan pengertian riba 
secara bahasa adalah, tambahan namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-
qur‟an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi 
pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari‟ah.  
Selain itu bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang di 
artikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah 
yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank dapat di artikan 
sebagai harta yang harus di bayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) 




Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan 
sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-
nuyung karena sentuhannya.
64
 Yang demikian itu karena mereka 
mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba” padahal Allah telah 
menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba . oleh karena itu , 
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barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya  lalu ia 
berhenti (dan memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang 
siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu ahaki mereka akan kekal di 
dalamnya. Di jelaskan dalam Al-Qur‟an surat Ar-Rum ayat 39: 
                           
                  
 
Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 
pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 
kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 
berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gnasabahkan 
(pahalanya). 
 
Dasar keharaman riba dapat dilihat dari Al-Qur‟an dan sunnah. 
Dalam Al-Qur‟an  Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:  
                  
                           
                                  
                         
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (mengerjakan sisa 
riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan 
memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), 
maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak 
pula dianiaya.” ( Qs. Al-Baqarah: 275). 
 
Dalam hadis Rasulallah berdasarkan sabda nabi SAW yang berbunyi: 
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Dari jabir ra, Rasulallah SAW mencela penerima dan pembayar 
bunga orang mencatat begitu pula yang menyaksikan.
65
 Beliau bersabda, 
mereka semua sama-sama dalam dosa” (HR. Muslim, Tirmidzi dan 
Ahmad) dari Abu said al-khudri ra, Rasulallah SAW bersabda, “jangan 
melebih-lebihkan dengan lainnya; janganlah menjual perak dengan perak 
kecuali keduanya setara; dan jangan melebih-lebihkan satu dengan lainnya 
dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak” HR. Bukhori, Muslim, 
Tirmidzi, Nasa‟i dan Ahmad). 
3. Macam-macam Riba 
Dalam pembagian bentuk-bentuk riba dalam pembagian bentuk-
bentuk riba terdapat perbedaan dikalangan para ulama. Ada yang membagi 
riba kedalam dua bentuk, yaitu riba fadl dan riba nasî’ah. Sebagian 
membaginya kedalam 3 bentuk, yaitu riba fadl, riba nasî’ah dan riba 
jahiliyyah, atau riba fadl, riba nasî‟ah, dan riba yad. Sebagian lain 
membaginya kedalam 4 bentuk, yaitu riba fadl, riba nasîah, riba yad dan 
riba qard.  
Perbedaan pembagian bentuk-bentuk riba tersebut dapat dimaklumi. 
Hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara penafsiran dan kajian yang berbeda 
yang dilakukan oleh para ulama fikih terhadap ayat-ayat al-qur‟an dan 
hadist tentang riba. jika merujuk pada ayat-ayat al-qur‟an dan hadis maka 
riba dibagi menjadi 2 yaitu: 
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a. Riba Fadl 
Riba Fadl disebut juga riba buyû, yaitu riba yang timbul akibat 
pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya 
(mitslan bi mitslin) sama kuantitasnya (sawā-an bi sawā-in) dan sama 
waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran semisal ini 
mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai 
masing-masing barang yang dipertukarkan. 
Dalil pelarangannya, yaitu hadist sebagai berikut: 
ِعرِي َوالتَّْمُر بِالَتْمرِ  ِعرُي بِاالشَّ ِة َواْلبُ رُّ بِاْلبُ رِّ َوالشَّ ُة بِاْلِفضَّ َىِب َواْلِفضَّ َىُب بِالذَّ  الذَّ
َواْلِمْلُح بِاْلِمْلِح ِمْشالً ِبِْشٍل َسَواًء ِبَسَواٍء َيًدا بَِيٍد فَِإَذا اْختَ َلَفْت َىِذِه ْاأَلْصَناُف 
66)رواه مسلم( فَِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم إَذا َكاَن َيًدا بَِيد  
Artinya: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, sya‟ir dengan sya‟ir, kurma dengan kurma, garam 
dengan garam, semisal, setara dan kontan. Apabila jenisnya 
berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan. 
(H.R. Muslim dari Ubadah bin Shamit r.a.). 
 
b. Riba Nasî’ah 
Istilah nasî’ah berasal dari kata (نساء) yang berarti menunda 
menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang 
diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan 
memberikan “tambahan” atau “premi”. Karena itu, riba nasî’ah mengacu 
kepada bunga dalam utang. Dalam arti inilah, istilah riba dipergunakan 
dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 275 “…dan Allah mengharamkan riba “ arti 
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ini juga yang ditunjukan oleh sabda Rasullah Saw. Ketika beliau 
mengatakan, “tidak ada riba kecuali nasî’ah”. 
Adapun dalil pelarangannya, yaitu hadist sebabai berikut: 
67)رواه مسلم( الرِّباَ ِف النَِّسيَئة  
Artinya: “Riba itu dalam nasî’ah”. (H.R. Muslim dari Ibn Abbas). 
Riba nasî’ah disebut juga ba’i duyun, yaitu riba yang timbul 
akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria “untung muncul 
bersama resiko” (al-ghunmu bil ghunmi) dan “hasil usaha muncul 
bersama biaya” (al-kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini 
mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, karena hanya 
berjalannya waktu. Nasî’ah adalah penangguhan penyerahan atau 
penerimaan jenis barang ribāwî lainnya. Riba nasî’ah muncul karena ada 
perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari 
ini dengan barang yang diserahkan kemudian.
68
 
Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat 
hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-
Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya 
dalam bertransaksi dalam as-Sunnah. 
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Haramnya riba pada umumnya karena ada tambahan yang bersifat 
dzalim pemerasan. Dalam hal ini riba tidak satu macam akan tetapi 
terbagi atas 4 bagian:
69
 
1) Riba Fadli, yaitu menjual barang yang sejenis dengan memakai 
tambahan pada salah satu tukaran barang tersebut. 
2) Riba Yadi, yaitu menjual dua barang riba yang berbeda jenisnya 
dengan syarat mengakhirkan penerimaan barangnya dari tempat akad. 
3) Riba Nasiah, yaitu menjual dua barang riba yang berbeda jenisnya 
dengan syarat mengakhiri penerimaan barangnya dalam batas waktu 
tertentu, sekalipun sebentar. 
4) Riba Qardhi, yaitu setiap pinjaman yang diambil manfaatnya oleh 
orang yang meminjamkan.  
Dengan demikian, riba yang dibicarakan dalam hal ini adalah 
kegiatan pembungaan uang dalam berbagai bentuk yang menurut 
pemahaman ulama tafsir dan fiqih hukumnya haram. 
4. Larangan Riba Dalam Al-Qur’an dan Hadist 
Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba 
bersumber dari surat dalam Al-Qur‟an dan hadist rasulallah SAW dan 
berikut larangan riba dalam Al-Qur‟an. 
Larangan menurut Al-Qur‟an surat Al-Baqarah: 275-276. 
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                  
                              
                            
                      
                              
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba. Orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni 
neraka mereka kekal didalamnya (275). Allah memusnahkan riba 
dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang 




Dalam ayat tersebut ditekankan bahwa riba akan menghancurkan 
kesejahteraan bangsa. Dalam firmannya Allah memerintahkan agar umatnya 
menjauhi riba dan praktik yang sejenisnya, karena riba akan berdampak 
yang mengakibatkan kesengsaraan baik dunia maupun akhirat. 
Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur‟an, kata riba diulang 
sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni Al-Baqarah 
Ali Imran, An-Nisa‟ dan Ar-Rum. Tiga surah pertama adalah “ayat 
madaniyah” (turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah Ar-
                                                             
70
 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur,an dan Terjemahannya, (Jakarta: 
Departemen Agama, 1996) h. 36. 
57 
 
Rum adalah “ayat Makkiyah” (turun sebelum Nabi Hijrah).
71
 Ini berarti ayat 
pertama yang membahas tentang riba adalah firman Allah: 
Q.s. Ar-Rum [30]: 39 
                              
                 
Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 
pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 
kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 
berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gnasabahkan 
(pahalanya). (Q.s Ar-Rum [30]: 39).  
 
Sementara Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi
72
 mengutip riwayat 
Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Mardawaih dan al-Baihaqi, berpendapat 
bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw adalah ayat-ayat 
yang mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah: 
QS. Al-Baqarah [2]: 278). 
                           
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 
yang beriman. QS. Al-Baqarah [2]: 278).
73
 
Menurut al-Maraghi tahap-tahap pembicaraan al-Qur‟an tentang riba 
sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr (minuman keras), yakni 
ada empat tahap pengharamannya. Tahap pertama sekedar menggambarkan 
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adanya unsur negatif di dalam riba. Hal ini sebagaimana termaktub dalam 
QS. Ar-Rum [30]:39. Tahap berikutnya disusul dengan isyarat tentang 
keharaman riba, yaitu firman Allah. QS. Al-Nisa‟ [4]:160-161. 
                         
                            
                     
Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan 
atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) 
Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, 
Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan 
karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang 
batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 
antara mereka itu siksa yang pedih. QS. An-Nisa‟ [4]:160-161. 
 
Dalam ayat ini hanya menyebutkan kecaman terhadap orang orang 
Yahudi yang melakukan praktik-praktik riba. Tahap selanjutnya, secara 
eksplisit Al-Qur‟an telah mengharamkan praktik riba, meskipun masih 
terbatas pada salah satu bentuknya, yakni dengan menyertakan batasan 
adh’āfan mudhā’afan. 
Seperti firman Allah SWT 
                      
                      
       
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
59 
 
dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah 




Ibrahim Warde, mengatakan bahwa pada masa sekarang ini konsep 
darurat dan maslahat telah menjadi kebiasaan dalam praktik masyarakat dan 
juga telah memengaruhi para ulama pembaharuan. Seperti Fazlur Rahman, 
sebagaimana diungkapkan Ibrahim Warde, mengatakan “selama pola hidup 
masyarakat kita belum direkonstruksi menurut aturan Islam, penghapusan 
bunga atas simpanan di bank merupakan suatu hal yang bersifat bunuh diri 
yang dapat merugikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sistem 




Term riba dalam Al-Qur‟an terulang sebanyak delapan kali terdapat 
dalam empat surah, yaitu Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa dan Ar-Rum. 
Tiga diantaranya adalah termasuk kelompok surah Madaniyyah, sedangkan 
surah Ar-Rum tergolong surah Makiyyah. Ini berarti bahwa surah Ar-Rum 
adalah surah pertama yang turun dan membicarakan tentang riba. 
Q.s. Ali Imram [3]: 130. 
                        
         
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat gnasabah dan bertakwalah kamu kepada Allah 
supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.s. Ali-Imran [3]: 130) 
                                                             
74
 Al-Qur‟an Cordoba, hlm 66. 
75
 Ibrahim Warde, Islamic Finance In The Global Economy, (Jakarata: Edinburgh 
University Press, 2010), h. 56. 
60 
 
Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasî'ah. menurut sebagian 
besar ulama bahwa riba nasî'ah itu selamanya haram walaupun tidak 
berlipat gnasabah, riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasî’ah 
ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, 
riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi 
lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 
demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan 
sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasî’ah yang berlipat 
gnasabah yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
76
 
Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur‟an. Selain fungsi 
hadits yang gunanya memperkuat apa-apa yang telah diterangkan dalam Al-
Qur‟an juga untuk menerangkan ayat-ayat di dalam al-Qur‟an yang masih 
bersifat umum. 
Hadis Rasulullah Saw yang terkait dengan praktik-praktik ekonomi 
sangatlah banyak, baik itu tentang masalah utang piutang, jual-beli, kerja 
sama, riba dan lain sebagainya. Perlunya mengetahui hadits-hadits yang 
berkaitan dengan ekonomi ini adalah agar dalam melakukan kegiatan 
ekonomi kita memiliki pedoman untuk ayat-ayat al-Qur‟an yang masih 
bersifat global. 
Ancaman riba yang begitu dahsyat selain dari al-Qur‟an, juga 
terdapat ancaman dari Hadits-hadits Rasulullah. Beliau menjadikan riba 
sebagai dosa besar yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Bahkan 
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semua yang bersinggungan dengan riba semuanya dilaknat oleh Rasulullah 
Saw. Sebagaimana hadis Rasul sebagai berikut: 
ثَ َناُىَشْيٌم  ُر ْبُن َحْرٍب َوُعْثمَاُن ْبُن أِب َشْيَبَة قَاُلواَحدَّ ُد ْبُن الصَّبَّاِح َوزَُىي ْ ثَنَا ُُمَمَّ َحدَّ
ْوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوسلََّم آِكَل الرِّبَا أْخََبنَا أبُ ْو الزُّبَ رْيِ َعْن َجابٍِر قَاَل لََعَن َرسُ 
 77)رواه مسلم( َوُمؤِكَلُو وََكاتَِبُو َوَشاِىَدْيِو َوقَاَل ُىْم َسَواء
Artinya: “Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang 
yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan 
dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. 
(HR. Muslim)” 
 
Seperti halnya Rasulullah memberitahukan bahwa satu dirham dari 
riba itu lebih berat dosanya dari tiga puluh tiga kali zina dalam Islam, atau 
tiga puluh enam zina. Beliau juga memberitahukan bahwa riba itu ada tujuh 




5. Hikmah Dilarangnya Riba 
Sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan 




a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang 
lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong diantara mereka. 
b. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka 
mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain.  
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c. Riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajah di bidang 
ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang 
miskin.  
d. Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang 
lain yang membutuhkan dengan modal “qardhul hasan”atau pinjaman 
tanpa bunga. 
Adapun hikmah lain yang bisa dirincikan adalah:  
a. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi 
manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat 
membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.  
b. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan 
yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau 
jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga 
orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.  
c. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang 
meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.  
d. Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta 
orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain yang 
memeras keringatnya.  
e. Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang 





D. Tinjauan Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa 
penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul tinjauan hukum Islam 
tentang penempata deposito koperasi syariah pada bank konvensional. 
PPh yang dikenakan terhadap wajib pajak atas bunga deposito Bank 
Konvensional dengan bagi hasil deposito mudhārabah pada Bank Syariah. 
Pajak penghasilan (PPh) pengenaan PPh atas bunga deposito pada Bank 
konvensional dengan bagi hasil deposito mudhārabah Bank Syariah serta 
model penghitungannya.
80
 Penelitian yang dilakukan oleh Gito Supriono pada 
tahun 2007, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif 
Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul, “PPH Atas Bunga 
Deposito pada Bank Konvensional dan Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada 
Bank Syariah” di dalamnya menjelaskan pajak penghasilan atas bunga deposito 
dan tabungan 2000 dan keputusan menteri keuangan Nomor: 51/KMK.04/2001 
tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta bunga 
diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Penghasilan berupa bunga yang berasal 
dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, termasuk 
bunga yang diterima dan diperoleh oleh orang pribadi atau badan dalam negri 
dari deposito dan bangunan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang 
didirikan di Indonesia, dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final oleh 
Bank termasuk Bank Indonesia. 
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Adapun persamaan dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik 
pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang deposito. Sedangkan 
perbedaannya ialah si penulis membahas tentang praktik penyimpanan deposito 
koperasi syariah yang memilih menyimpan dana deposito pada bank 
konvensional serta bunga yang diperoleh koperasi syariah, berbeda dengan 
Gito Supriono yang membahas mengenai PPh pengenaan PPh atas bunga 
deposito pada Bank konvensional dengan bagi hasil deposito mudhārabah 
Bank Syariah serta model penghitungannya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Nuri Ningsih pada tahun 2018 Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dalam skripsinya yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga yang diperoleh dari 
Simpanan Dana Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
Kospin Syariah Hajosari Karang Anyar dengan BRI” yang menjelaskan bahwa 
dalam praktek kerjasama yang dilakukan oleh kospin kepada BRI dalam 
pengumpulan dana yang dilakukan KSPPS Kospin Syariah Hajosari 
Karanganyar memiliki rekening bank konvensional juga yaitu di Bank Rakyat 
Indonesia (BRI), kospin syariah memiliki rekening tabungan di bank 
konvensional. Dalam penyimpanan tabungan yang ada dikantor cabang BRI, 
KSPPS Kospin Syariah memiliki produk pembiayaan yang berupa simpanan 
ummah yaitu simpanan yang berdasarkan prinsip wadiah yad amanah yang 
tidak memberikan imbalan tetapi hanya berupa bonus yang tidak diperjanjikan 
keuntungan simpanan ummah adalah bisa bertransaksi sesuai dengan keinginan 
anggota (tarik dan setor) dapat dilakukan sewaktu waktu.  
65 
 
Adapun persamaannya dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik 
pembahasannya mengenai penyimpanan dana yang dilakukan oleh kospin 
syariah kepada BRI. Sedangkan perbedaanya terdapat pada tabungan atau 
simpanan. Dalam skripsi Nuri Ningsih simpanan yang yang tidak memberikan 
imbalan tetapi hanya berupa bonus yang tidak diperjanjikan.
81
   
Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Rahman pada tahun 2015 Jurnal 
Kindai  dalam jurnal nya yang berjudul “Analisis Pengakuan pendapatan pada 
Simpan Pinjam Koperasi Baitul Maalwat Tamwil Khairul Amin di Martapura 
Kabupaten Banjar” hasil penelitian menujukan bahwa perlakuan akuntansi 
yang diterapkan pada pendapatan dari usaha simpan pinjam pada koperasi 
BMT Khairul Amin  di Martapura kabupaten Banjar adalah berdasarkan cash 
basis yang tidak sesuai dengan nasabah Akuntansi Keuangan (SAK). 
Pendapatan bungan atas simpanan dan tabungan KSP dan USP pada koperasi 
lain dimasukan sebagai pendapatan operasional, akuntansinya sama 
menggunakan metode accrual basis.
82
  
Adapun bedanya dari ketika skripsi dengan peneliti adalah terletak pada 
topik pembahasannya mengenai penyimpanan dana yang dilakukan oleh 
koperasi syariah terhadap bank konvensional, adapun persamaanya dengan 
skripsi-skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasan mengenai 
deposito. 
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